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putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 3322/Pdt.G/2020/PA.Sda

D15 S

~

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah
menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan
SD, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai

Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Kayawan swasta,
pendidikan SLTP, Dahulu di Kabupaten Sidoarjo
Sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya
dengan jelas, baik di dalam maupun di luar wilayah
Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi serta

memeriksa bukti lain di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 September

2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor

3322/Pdt.G/2020/PA.Sda., tanggal 15 September 2020 telah mengajukan
gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama

Islam pada tanggal 27 November 2014, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo
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sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1195/21/X1/2014
tanggal 27 November 2014;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut, Penggugat dan
Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup
bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sidoarjo;

3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat
Sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai
anak;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
tentram dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli tahun 20115 rumah
tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata talaq kepada Penggugat

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
tersebut memuncak dan meskipun telah di tempuh upaya damai namun
gagal, akhirnya sejak bulan Juni tahun 2019,Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat tanpa pamit dan selama pergi Tergugat tidak diketahui alamat
dan tempat tinggalnya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang
sudah pisah rumah selama 1 tahun 2 bulan, dan selama pisah Penggugat
sudah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

6. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat
gugatan Penggugat tersebut.

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Penggugat mohon kepada
Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memanggil dan memeriksa
Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :
PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai
dengan peraturan yang berlaku ;
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SUBSIDER :
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil -
adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di
persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati
pihak berperkara, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya
karena ingin kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga tidak bisa didengar
persetujuannya, dan menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah rukun
kembali;

Bahwa untuk memersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita
acara persidangan yang secara keseluruhan diangap memuat dalam
penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut
perkaranya karena Penggugat sudah berdamai dengan Tergugat dan
pencabutan tersebut telah disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan ini telah sesuai
dengan ketentuan pasal 271 — 272 R.V;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di
atas, maka gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

2. Menyatakan perkara Nomor 3322/Pdt.G/2020/PA.Sda dicabut;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo mencatat
pencabutan perkara tersebut pada buku induk register perkara;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 475.000,00 ( empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 Januari
2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil akhir 1442 Hijriyah dalam
sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami
Drs. H. Zamroni Rosadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur
Fadhilatin dan Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut
dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dini Aulia Safitri, S.H.,

M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat.
Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Dra. Hj. Nur Fadhilatin Drs. H. Zamroni Rosadi, S.H., M.H.

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H.

Panitera Pengganti,

Dini Aulia Safitri, S.H., M.H.
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Perincian Biaya Perkara:
Pendaftaran Rp 30.000,-

Biaya Proses Rp 75.000,-
Panggilan Rp 330.000,-
PNBP relaas pertama Rp 20.000,-
Redaksi Rp 10.000,-
Meterai Rp 10.000,-

Jumlah Rp 475.000,-
(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
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